SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan
kesejahteraan  masyarakat di Kelurahan, perlu
dilaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana dan pemberdayaan masyarakat;

b. bahwa pembangunan sarana dan prasarana serta
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagai bentuk
tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemerataan
pembangunan yang berdampak langsung pada
meningkatnya kualitas hidup masyarakat serta
peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di
Kelurahan;

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota
Tangerang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat
sehingga perlu diubah;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c¢ perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana
dan  Prasarana  Kelurahan dan  Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang
Pembentukan Kotamadya Tangerang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2018 Nomor  33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di
Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

9. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana
Dan  Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan
Masyarakat Di Kelurahan (Berita Daerah Kota
Tangerang Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.
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Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 11
Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Daerah
Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 11) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.

4. Sekretaris Daerah  adalah  Sekretaris Daerah
KotaTangerang.

5. Kecamatan adalah Dbagian wilayah dari daerah
kabupaten yang dipimpin oleh camat.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan
sebagai perangkat Kecamatan.

7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

9. Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada
Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa sumber daya manusia, barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber

daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

11. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya
disingkat DAU  Tambahan adalah  dukungan
pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk

kegiatan pembangunan sarana dan  prasarana
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan.

12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Wali
Kota, atau Wali Kota untuk menampung seluruh
penerimaan daerah pada bank yang ditetapkan.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan
kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan Dbertindak
sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang  selanjutnya
disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam
kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja
Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau
beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan
Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk
oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan
kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,
kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya
tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila.

Kelompok masyarakat yang dimaksud adalah
kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan
barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari
APBD.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan
Kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang
Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untukpermintaan tambahan uang persediaan guna
melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang
bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk
pembayaran langsung dan uang persediaan.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang
selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga
atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat
perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan
jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu
pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan
oleh PPTK.
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23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas
beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Perangkat Daerah.

24.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
BUD berdasarkan SPM.

25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) diubah dan ayat
(3) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Wali Kota menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna
Anggaran untuk melaksanakan Kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

(2) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengusulkan pegawai negeri
sipil di Kelurahan kepada Camat selaku Pengguna
Anggaran untuk ditetapkan menjadi PPTK.

(3) Dihapus.

(4) Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat

menetapkan pejabat lain yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(5) Dihapus.

. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 15

Pelaksanaan fungsi pejabat pengelola keuangan Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan
keuangan daerah.

. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21
berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 21
(1) Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam
melaksanakan pertanggungjawaban Kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan
dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan
pertanggungjawaban yang disampaikan oleh

Bendahara Pengeluaran Kecamatan.

(2) Verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a. meneliti kelengkapan dokumen laporan
pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti
pengeluaran yang dilampirkan;

b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran
per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan
per rincian objek;

c. menghitung  pengenaan  Pajak  Pertambahan
Nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per
rincian objek; dan

d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D
yang diterbitkan periode sebelumnya.

(3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang

bersumber dari APBD sebagimana dimaksud dalam
Pasal 9 disampaikan kepada Camat dan BUD setiap
semester.

(4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), untuk :
a.semester [ (satu) disampaikan paling lambat

minggu kedua bulan Juli
b. semester II (dua) disampaikan paling lambat
minggu kedua bulan Januari.

(6) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Wali
Kota melalui Camat.

(7) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur Provinsi
Banten sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 26 Mei 2023

WALI KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 26 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 53
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LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KC
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEC
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MAS

C. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Kabupaten/Kota
Kecamatan/Kode Wilayah
Kelurahan/Kode Wilayah
Semester

Tahun Anggaran

LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERD

NO

URAIAN

OUTPUT

VOLUME

SATUAN

ANGGARAN
(Rp)

REALISASI

SISA

(Rp)

%

(Rp)

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(6)/(5)

(8)

(9) =(8,

A.Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan

1. Kegiatan 1 ..........

2. Kegiatan 2 ..........
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NO

OUTPUT

URAIAN

VOLUME

SATUAN

ANGGARAN %
(Rp) (Rp)

REALISASI

SISA

%

B.Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan

Jumlah Total

Mengetahui, Lurah
selaku KPA

TTD

Nama Jelas
NIP
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Petunjuk Pengisian:

NOMOR

URAIAN

1

Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kegiatan

Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan

Kolom 3 diisi dengan volume output, misal: 500

Kolom 4 diisi dengan satuan output, misal: meter

Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran

Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi

Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran

Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi

O| 00| | O U & W N

Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa

10

Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai t

a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sest
lapangan dan foto;
b. Kegiatan non fisik dengan cara:

Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar
dan anggaran sebesar 30%;
Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan k

Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan

Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%
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11

Kolom 11, 12, dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan cash for ux

untuk kegiatan di Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan

12

Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau DAU Tambahan)

WALI KOTA TANGE

ARIEF R. WISMAN
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